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A. Pendahuluan: Asal Usul Masyarakat Adat Dayak Bentian  

1. Silsilah Jato Rempangan 

Pada dasarnya Jato Rempangan adalah nama turunan meliputi nama Daerah yang 

prinsipnya membuktikan hak masyarakat adat yang sejak ratusan tahun secara 

turun-menurun menjadi pegangan hidup sebagian besar dipedalaman tanah air. 

 

Jato Rempangan berasal dari Tayun Ruang Datai Lino, wilayah Kecamatan 

Teweh Kabupaten Barito Utara ( Barut ) Propinsi Kalimantan Tengah. 

Selanjutnya turunan mereka dibagi menjadi beberapa Sub Suku Dayak, yang 

terdiri dari Dayak Teboyan, Dayak Luangan, Dayak Bejajuq dan Dayak Jato 

Rempangan. Mereka hidup dari bertani ladang, sedangkan agama kepercayaannya 

adalah Animisme. 

 

2. Jato Rempangan Pindah   

Mereka menempati tempat yang mereka namakan Pakuq Radek Puak, karena 

mereka hidup giat dalam hal petani peladang. Mereka membangun hidup baru dan 

mereka mempunyai keahlian ilmu bintang yang mereka yang mereka sebut 

bintang Memari, yang selanjutnya menjadi ukuran mereka dalam hal membakar 

ladang. Dari Pemuhuq sampai dengan Gereng sampai bertempat tinggal di Beong 

Sungai Lawa. Ketika itu belum muncul Desa Jelemu Sibak. Beong terletak tidak 

jauh dari Jelemu Sibak atau Kanan Milir Sungai Lawa. Saat Bojer bertempat di 

Serongoh Meaq, daerah tersebut dikuasai seorang Tementeng, kepala sukunya 

bernama Sentaruq Raja berikutnya diminta olehnya harga daerah tersebut kepada 

Bojer.  

 

Dalam kepindahannya Jato Rempangan menempatkan keluarganya pada sebuah 

Lou/Lamin. Berikut ini dapat dilihat beberapa lamin yang dibangun keluarga 

besar Rempangan. 

NAMA LOU/LAMIN 

Paku Radek Puak Katar 

Mermung Lomuq Tenung 

 

Rumong Batu Mahing 

Soiq 

Gelesik Datay Upak 

Gonsing Datay Upak 

Ringkong Datay Upak 

Anyou Datai Upak 

Telikun 

Beriming Beriwit 

Teliwang Datay 

Taee Tompong Renang 

Sentaran 

Toba Makor 

Ohuy Oleng Padeng 

Oleng Betien (Luweq) 

Benuang Nunuk 

Ingkeng Keramuq 

Bokut Ruran Tana 

Amper Kenamay 

Muara Anan 

Ketanan 

Rajen,Kikip,Beyeyeq 

Tempegei Batang Pereu 

Mengkapoq 

Ruoi 

Lou Papan Long Puti 

DAERAH 

S. Begawit – S. Kenamei 

S. Begawit Teweh -  

S. Kenemei 

S. Begawit – Benangen 

S. Temuei – S. Benangen 

S. Temuei – S. Benangen 

S. Temuei – S. Benangen 

S. Anan 

S. Temuei 

S. Teliwang 

S. Anan – Teliwang 

S. Anan 

S. Anan  

S. Anan 

S. Piraq 

S. Piraq 

S. Piraq 

S. Biangan 

S. Biangan 

S. Lawa 

S. Lawa Kenamay 

S. Anan/ Lawa 

S. Anan 

S. Anan 

S. Anan 

S. Anan 

S. Anan 

S. Lawa 

KET. 

Rempangan 

Rempangan 

 

Rempangan 

Rempangan 

Rempangan 

Jato 

Jato 

Jato 

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Rempangan 

Rempangan 

Rempangan 

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Jato  

Rempangan 

Sumber : Hasil wawancara dengan L.B. Dingit (2002) 

 

Untuk mengetahui tatanan budaya adat Dayak Bentian, sangatlah penting 

diketahui berbagai sejarah garis keturunan Kepala Suku Bentian Jato Rempangan. 

Melaui garis keturunan ini diketahui segala kedaulatan masyarakat Asal Dayak 

Bentian, yang memiliki kewenagan yang terkait erat antara hukum adat dengan 



 

 

3 

kewenangan pengelolaan sumber daya alam ( hutan ).  Adapun garis keturunan 

yang dimaksud adalah : 

1. Ilab 

2. Ngongot 

3. Ronikng 

4. Mentir 

5. Pemuhuq 

6. Periau 

7. Gereng 

8. Enong olo 

9. Meling 

10. Bawotn 

11. Bejer bergelar Raden Bojer 

12. Denang bergelar Temenggung Lela 

13. Usir bergelar Temenggung Kebo 

14. Dansam bergelar Temenggung Barung 

15. Pungkang bergelar Temenggung Wana 

16. Limun bergelar  Temenggung Yuda Puti 

17. Dingit bergelar Temenggung Setia Raja 

18. Lasa bergelar Temenggung Mangku Raja 

19. Ngelon Botor Botor bergelar Mangku Wangsa 

20. Loir Botor Dingit 

 

Demikianlah gambaran garis keturunan Adat Jato Rempangan yang diuraikan 

Kepala Adat Bentian Botor Lasa Dingit bergelar Mangku Wangsa. 

 

B. Masyarakat Adat Dayak Bentian dan Hutan 

Seperti apa yang telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu, bahwa 

kehidupan masyarakat Adat Dayak pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari 

hutan, karena hutan merupakan sumber dari segala sumber penghidupan dari 

generasi ke generasi. Bagi masyarakat Adat Dayak Bentian yang hidupnnya 

satalah tergantung dengan hutan, membuat ladang merupaka suatu keharusan 

untuk menyambung kehidupan.  Masyarakat Adat Dayak Bentian mengenal pola 

berladang gilir balik untuk menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan hidup 

masyarakat. Lahan –lahan yang akan di buka biasanya meliputi hutan rimba (alas 

mentutn/laang pugaq) dan hutan alas (alas). Dengan pola ini masayarakat Adat 

Dayak Bentian mampu mengembalikan kondisi hutan seperti keadaan semula, 

karena ladang akan dibiarkan berada dalam jangka waktu cukup lama (sekitar 4 

tahun), itupun apabila yang dibuka hutan-hutan rimba alas (pugaq). 

 

Yang selama ini terjadi, justru hanya selama 2 tahun sebuah areal dijadikan ladang 

(umeq). Setelah itu dibiarkan beberapa waktu untuk mengembalikan kesuburan 

tanahnya, baik dalam bentuk Simpukng  maupun dalam bentuk belukar yang 

kemudian menjadi hutan kembali. 

 

C. Hutan merupakan sumber kebutuhan hidup bagi masyarakat adat     

Dayak Bentian 

Tak dapat dipungkiri bahwa pola kehidupan masyarakat Adata Dayak masih 

sangatlah tergantung pada berbagai hasil hutan. Baik sebagai sumber makanan, 

obat-obatan, bahan bangunan, ramuan upacara adat, maupun sebagai sumber 

penghasilan dan tabungan yang setiap saat dapat diambil. Selain itu, hutan bagi 

mereka juga berfungsi sebagai tempat berburu dan menjaga sumber mata air. 

 

1. Hukum Adat Terhadap Hutan 

Masyarakat Adat Dayak Bentian sangat menyadari akan ketergantungan hidupnya 

terhadap hutan. Untuk mengendalikan jalan hidupnya, masyarakat adat dayak 

bentian mempunyai aturan-aturan, yang dikenal dengan nama aturan adat. Untuk 

mencegah timbulnya konflik yang muncul dalam masyarakat, aturan-aturan 

tersebut terbukti sangat ampuh dan ditaati oleh masyarakat Adat Dayak Bentian 

secara turun-menurun hingga saat ini. 
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Dalam masyarakat Adat Dayak Bentian dikenal istilah “Bawo Pengengko Lati 

Penyenturi”, artinya bahwa hutan diperuntukan bagi masyarakat secara 

keseluruhan agar dapat menikmati hasil-hasilnya. 

 

2. Batas wilayah Hukum Adat Dayak Bentian 

a. Batas Alam 

Masyarakat Adat Dayak Bentian mengenal beberapa batas alam, seperti sungai, 

gunung, pematang dan pohon. Untuk menetapkan batas tersebut para tetua leluhur 

menyepakatinya dengan mengangkat sumpah sehingga salah satu pihak tidak 

mudah untuk melanggarnya. Sumpah tersebut di pegang teguh hingga saat ini.  

 

b. Puti Tanyut 

Puti Tanyut merupakan pohon penghasil madu bagi masyarakat Adat Dayak 

Bentian. Sejak ratusan tahun silam, menurut hukum adat Bentian barang siapa 

yang pertama kali menemukan terlebih dahulu dialah yang berhak menjadi 

pemilik nya. 

 

Pada musim madu pohon tersebut dibuatkan tangga (pantak). Biasanya pohon 

tersebut langsung diberi nama dengan orang yang pertama kali menemukanya 

misalnya diberi nama “Puti Kaka Jeley”. Jika ada orang lain yang berminat 

mengambil madunya, maka terlebih dahulu ia harus melapor kepada keluarga atau 

yang mewarisi pohon tersebut. 

 

c. Loyuq (Batangan Sungai yang agak Lebar) 

Seperti halnya Puti Tanyut begitu juga dengan Loyuq, barang siapa yang 

menemukan terlebih dahulu dialah yang berhak memilikinya. Misalnya hak untuk 

menangkap ikan dan memasang apa saja ditempat tersebut. Jika ada orang lain 

yang ingin mencari ikan di tempat tersebut haruslah melapor terlebih dahulu 

kepada pemiliknya. Biasanya pemilik juga mendapat bagian dari hasil tersebut. 

 

Untuk penamaan biasanya ada juga yang menggunakan nama asal sungai 

misalnya “Loyutn Lawa”, “Loyutn Piraq”, namun menggunakan nama orang yang 

pertama kali menemukannya misalnya “Loyutn Bewai”.   

 

d. Saiqng (Gunung) 

Saiqng atau gunung merupakan tempat keramat dan suci menurut kepercayaan 

kono masyarakat Adat Dayak Bentian. Biasanya di tempat ini mempunyai sejarah 

dan riwayat yang tersirat menurut tutur leluhur. Misalnya Gunung Meratus 

diyakini hingga kini merupakan tempat (surga) dari arwah para leluhur (Liau 

Kelelungan) yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini saiqng Menaliq dan 

Saiqng Rengoqng  merupakan perbatasan antara Provinsi Kalimantan Timur dan 

Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh masyarakat setempat, tempat itu masih 

dianggap keramat. Sehingga mereka menjaga tempat ini, agar tidak dirusak oleh 

pendatang luar. 

 

Kasus  “Konflik Masyarakat Adat Dayak Bentian Jelmu Sibak dengan HPH 

Kalimanis Group 1993-2002” 

a. Kehidupan Masyarakat Sebelum Munculnya Perusahaan HPH  

Secara geografis Desa Jelmu Sibak terletak dibagian dalam Mahakam Tengah 

dengan jarak sekitar 630 dari kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Desa 

Jelmu Sibak merupakan satu dari 8 desa ada di dalam wilayah administratif  

Kecamatan Bentian Besa, Kabupaten Kutai. Desa ini terletak ditepi sungai Lawa, 

di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah dan di sebelah 

Barat berbatsan dengan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Masyarakat Dayak Bentian hidup dalam tatanan adat yang masih kuat. Pola 

pertanian gilir balik yang berkelanjutan dengan tumpang sari rotan dan buah-

buahan masih dipraktekkan oleh hampir semua anggota masyarakat adat Jelmu 

Sibak. Kecmatan Bentian Besar merupakan daerah penghasil rotan terbesat di 

Kalimantan Timur. Rotan merupakan komoditi penting karena merupakan sumber 

uang tunai utama sejak hutan–hutan di sekeliling kampung ini blok-blok untuk 

kegiatan HPH. Kehadiran HPH menyebabkan mereka tersingkir dari tata ekonomi 

kayu. 
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Rotan biasanya ditanam setelah panen padi selesai yang juga sering diikuti dengan 

penanaman jenis-jenis tanaman keras seperti buah-buahan, meranti, kapur, 

benggeris dan tanaman berguna lainnya. Selain rotan, sumber uang tunai lainnya 

madu. Madu-madu tersebut diambil dari pohon Benggeris yang terawat dengan 

baik dilahan-lahan hutan dan sekitar ladang. Tetapi hasil dari madu ini menurun 

drastis sejak HPH beroprasi di sana. Penurunan drastis tersebut disebabkan oleh 

langkanya bunga-bunga  kayu komersial, penghasil madu yang ditebang oleh 

HPH, seperti bunga meranti dan kapur. Sebagai perbandingan, pada masa sebelum 

kedatangan HPH, masyarakat Jelmu Sibak dapat menikmati panen besar. Mereka 

bisa memperoleh hingga 600 liter madu dari satu pohon. Tetapi sekarang dapat 40 

liter saja sudah sulit. Secara hitungan ekonomi, apabila harga madu Rp. 5 ribu per 

liter, maka dari satu pohon madu bisa diperoleh penghasilan sebesar Rp.  3 Juta. 

Dengan rata-rata per keluarga bisa memperoleh bagian Rp. 500 Ribu – Rp. 1.5 

Juta. 

 

b. Penderitaan Masyarakat Desa Jelmu Sibak 
Sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, masyarakat Desa Jelmu Sibak 

merasakan hasil kayu yang berlimpah di era tahun 60-70an (dikenal dengan istilah 

“banjir kap”) 

 

Berdasarkan letaknya, maka Desa Jelmu Sibak berada pada 2 konsesi HPH, yaitu 

PT. Timberdana (d/h. PT. Kalhold Utama) dan PT. Roda Mas Timber.  

 

Kegiatan PT. Kalhold Utama telah menimbulkan derita bagi masyarakat Desa 

Jelmu Sibak (beroprasi sejak 1982). PT. Kalhold Utama mendapat izin konsesi 

seluas 161.000 Hektar. Dalam hal ini PT. Kalhold Utama menunjuk Kontraktor 

pelaksana produksi (penebangan), yaitu PT. Timberdana (milik Yayasan Dana 

Pensiun Karyawan Departemen Kehutanan). Dengan kata lain PT. Timberdana 

adalah “sleeping partner” dari PT. Kalhold Utama yang hanya menerima “Fee” 

dari lisensi HPH yang dipegangnya. PT. Kalhold Utama selaku pemegang izin 

konsesi masuk kebumi pedalaman Kaltim melalui Georgia Pasific  (GP), 

perusahaan kayu milik Amerika Serikat. 

 

Konflik-konflik juga sering timbul di daerah ini, antara lain perusahaan menebang 

pohon Benggris (pohon madu milik masyarakat) tanpa seizin masyarakat, 

pembangunan jalan yang melewati tanah adat, makam yang tergusur. 

 

Ekonomi masyarakat semakin memburuk dengan dikeluarkanya peraturan baru 

tentang tata niaga rotan, dimana ekspor rotan mentah dilarang , sementara tata 

niaga rotan dimonopoli oleh ASMINDO yang diketuai oleh Bob Hasan. Sejak itu, 

harga rotan jatuh dari Rp. 600 Ribu per pikul (100 Kg ) menurun menjadi Rp. 100 

Ribu saja per pikul.  

 

c. Kehadiran Hutan Tanaman Industri Menambah Penderitaan 

Masyarakat Desa Jelmu Sibak 
Kalau dengan beroprasinya HPH di sekitar Desa Jelmu Sibak, masyarakat masih 

bisa bertahan hidup, di saat taraf kehidupannya semakin menurun, maka 

kehadiran Hutan Tanaman Industri (HTI) bagi kehidupan masyarakat justru 

merupakan bencana. 

 

Kehadiran HTI telah menggusur 72 KK pemilik lahan. Kegiatan HTI telah 

membabat habis sumber penghasilan andalan non kayu, yakni rotan. Walaupun 

harga rotan dapat dikatakan jatuh, namun bagi masyarakat masih bisa menunjang 

keperluan untuk menyekolahkan anak mereka, mengganti rumah, mengawinkan, 

berobat dan menggunjungi keluarga. 

 

Berdasarkan keputusan Presiden tahun 1989 bahwa setiap pemegang HPH 

diwajibkan mendirikan Hutan Tanaman Industri (HTI), maka PT. Timberdana 

(d/h PT. Kalhold Utama) termasuk perusahaan kayu yang melaksanakannya. 

 

Dengan intensif pinjaman tanpa bunga dari Dana Reboisasi berikut penyertaan 

modal pemerintah yang juga diambil  dari sumber yang sama, maka pada tahun 
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1992 PT. Timberdana memperluas usahanya dengan Hak pengusahaan HTI 

(HPHTI). Tenaga kerja HPHTI tersebut itu direkrut dari warga transmigrasi         

(HTI-Trans) Program HTI-Trans merupakan proyek dngan penyertaan modal 

pemerintah lewat PT. INHUTANI  I. Kedua perusahaan ini selanjutnya bergabung 

dengan nama baru PT. Hutan Mahligai. 

 

Adapun lokasi HTI-Trans yang dimaksud di tepi sungai Anan (Jelmu Sibak). 

Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No.224/Kpts-V/1992 tanggal 21 Februari 

1992, lokasi yang diperuntukan bagi HTI-Trans seluas 5 Ribu Hektar.       SK 

Menteri Kehutanan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Transmigrasi & PPH 

Kep.Men No.49/1993, Februari 1993.  

 

Kerugian yang diderita oleh 72 KK ini adalah lebih dari 10 ribu rumpun rotan, 

setiap rumpun memiliki 40-100 batang dengan umur produktif 20-30 tahun, serta 

lebih dari 2 ribu pohon buah-buahan. Termasuk tanaman yang rusak akibat 

digusur atau dibakar, seperti kayu ulin, Tanyut (pohon madu yang sudah jadi). 

Kegiatan pemusnahan kebun rotan dan buah-buahan penduduk ini dilakukan pada 

bulan juni 1993. Pada mulanya hanya 35 (tiga puluh lima) KK yang tanahnya 

digusur untuk RTSP dan lahan garapan Transmigran si daerah Ruoi.  

 

d. Perjuangan Masyarakat Jelmu Sibak dalam Mempertahankan              

Tanah Adat  
Ketiga puluh lima keluarga ini lalu membentuk kelompok dengan menamakan 

Sempekat Jato Rempangan. Sejak tahun 1994, kelompok ini bertambah besar dan 

semakin luaslah lahan tanah adat milik rakyat yang tergusur untuk lahan HTI 

disekitar sungai Anan. Sekarang, kurang lebih 72 KK yang menuntut agar tanah 

hak miliknya kembali. 

 

Kesalahan  pihak  HPHTI  PT. Hutan  Mahligai dalam beroprasi adalah tidak 

adanya musyawarah dengan 35 KK yang memiliki tanah di Ruoi maupun pemilik 

kebun di sungai Anan sebelum melakukan Leand Clearing yang dijadikan lokasi 

HTI. 

 

Rapat  koordinasi HTI-Trans yang dilakukan pada tanggal 29 April 1994 hanya 

diwakili oleh Yahya Holeh, sebagai kepala adat saja. Sedangkan “musyawarah” 

yang dilakukan tanggal 1 Mei 1993 hanya dihadiri oleh 3 orang dan itupun  

setelah  mendapat surat  penyerahan lahan dibawah ancaman adalah Imursyah. 

pihak perusahaan mengancam apabila tidak menyerahkan lahan maka, ia akan 

dilaporkan keatasan untuk dipecat sebagai guru SD di desa Jelemu Sibak. 

 

Memang sebelum survey dilaksanakan, Kepala Desa didatangi Tim Survey untuk 

memberitahukan mengenai rencana pembangunan HTI-Trans. Ketika itu, Bapak 

Nyeloi Adi (Kades Jelmu Sibak) mengingatkan bahwa lokasi HTI-Trans 

sebaiknya jangan di sekitar Ruoi dan sungai Anan, karena disana terdapat kebun 

rakyat. Selanjutnya ia menyarankan untuk melokasikan HTI-Trans di sungai Pira. 

 

Masyarakat terkejut, tiba-tiba pada bulan Juli 1993, kebun buah dan rotan mereka 

di Ruoi dibabat habis dan digusur dengan Bulldozer perusahaan. Kepada Maka 

pada tanggal 27 Agustus 1993 anggota SJR secara bersama-sama melaporkan 

kegiatan land clearing tersebut kepada Kepala Desa Jelmu Sibak, Nyeloi Adi. 

Melalui surat  No. 01/D-JS/BB/1993 tanggal 27 Agustus 1993 Kades Jelmu Sibak 

menyatakan bahwa lokasi HTI-Trans di Ruoi tidak diketahui dan tidak pernah 

dilakukan musyawarah dengan masyarakat setempat. Namun perusahaan tetap 

tidak memperdulikan surat peringatan tersebut. 

 

Tanggal 25 September 1993 masyarakat Jelmu Sibak untuk pertama kalinya 

melayangkan surat perihal pengrusakan ini kepada Menteri Transmigrasi, Menteri 

Kehutanan dan Menteri BPN. Isi surat tersebut menyatakan keberatan atas 

pengrusakan yang terjadi dan meminta peninjauan kembali pelaksanaan HTI-

Trans di atas tanah adat tersebut. 

 

Menyusul surat pertama, tanggal 25 Oktober 1993 masyarakat kembali mengirim 

surat dengan tujuan yang sama pada tanggal 25 September 1993. Karena belum 
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ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya 

masyarakat Desa Jelmu Sibak yang diwakili oleh Sempekat Jato Rempangan 

dengan intensif mengirimkan surat keberbagai pihak terkait sehubungan dengan 

kasus ini. 

 

Tanggal 5 Oktober 1993, Departemen Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

mengeluarkan surat pernyataan No. Tar-450/W.19/Bagpro/X/1993 yang 

menyatakan bahwa tanggal 8 Agustus 1993 telah dilakukan penyuluhan kepada 

masyarakat. 

 

Surat pernyataan tersebut dibuat dengan maksud agar masyarakat setempat mau 

menerima kehadiran HTI-Trans di wilayahnya. Tindakan pemerintah pada saat itu 

dapat dikatakan terlambat, sebab penyuluhan dilakukan ketika kegiatan 

pembangunan HTI-Trans tengah berlangsung, di mana kerusakan dan kerugian 

telah terjadi. 

 

Kehadiran PT. Hutan Mahligai juga mengakibatkan terjadinya konflik horisontal 

antar warga. Antara Sempekat Jato Rempangan (SJR) dengan Kepala Adat Yahya 

Holeh terjadi pertentangan. Menurut penilaian masyarakat, Kepala Adat Yahya 

Holeh tekenal mendukung pihak perusahaan, disebabkan menantunya bekerja 

sebagai mandor di PT. Kalhold Utama.  

 

Kesempatan ini dimamfatkan oleh PT. Kalhold Utama untuk memecah belah 

masyarakat desa Jelmu Sibak. Contoh kasus, pada tanggal 22 Nopember 1993, 

Yahya Holeh menulis surat yang isinya menyatakan bahwa L.B Dingit dan 

anggota SJR tidak berhak atas lokasi tanah di Ruoi. 

 

Tanggal 7-14 januari 1994, Nyelodi Adi (Kades Jelmu Sibak) dan L.B Dingit ( 

Ketua Sempekat Jato Rempangan ) berangkat ke Jakarta menemui Menteri 

Lingkungan Hidup dan Menteri Transmigrasi & PPH. Menteri Transmigrasi & 

PPH ketika itu dijabat Siswono Yudohusodo dan Menteri Lingkungan Hidup 

dijabat Sarwono Kusumaatmaja menyatakan keprihatinanya atas kasus ini dan 

berupaya untuk mempercepat penyelesaiannya. Kedua Menteri menyatakan 

bahwa “hak adat masyarakat Lelmu Sibak harus diakui”.   

 

Sementara itu, ada desas-desus bahwa Pemda Tk. II akan mengirimkan Tim ke 

lapangan untuk melaksanakan penyelesaian kasus ini. SJR tidak menginginkan 

kehadiran Tim Pemda ini, karena diduga tidak akan melakukan dialog dan 

merupakan penekanan agar rakyat menyerahkan tanahnya. 

 

Oleh karena  itu,  pada tanggal 15 Januari 1994  salah  seorang  kuasa hukum 

masyarakat Desa Jelmu Sibak bernama Bambang Widjojanto, SH (YLBHI) 

datang ke Samarinda dan bertemu dengan Asisten I Pemda Tk. II Kabupaten 

Kutai dengan maksud untuk melakukan dialog mengenai kasus Jelmu Sibak. 

 

Dalam pertemuan ia menyampaikan bahwa masyarakat telah mempunyai kuasa 

hukum, sehingga Pemda tidak perlu mengirimkan Tim tanpa melibatkan kuasa 

hukum. Sementara itu lobi intensif dilakukan oleh WALHI di Jakarta agar 

Menteri Transmigrasi & PPH mengambil tindakan kongkrit sesuai dengan janji 

beliau pada pertemuan dengan rakyat di Jakarta. 

 

Tanggal 24 Februari 1994 Rombongan DPRD Tk. II Kab. Kutai berkunjung ke 

Jelmu Sibak untuk mencari data dan menampung aspirasi masyarakat Jelmu 

Sibak. 

 

Tanggal 1 Maret 1994, Ir. H. Walter Nedabdab (Kepala Kanwil Kehutanan Prov. 

Kalimantan Timur) turun langsung ke Desa Jelmu Sibak untuk menyatakan bahwa 

dalam waktu dekat warga Transmigrasi asal Pulau Jawa akan datang, namun pada 

tahap awal dilokasi transmigrasi tersebut diisi oleh Transmigran Lokal.  

 

Tanggal 29 - 30 Maret 1994, Letkol Yusuf Adjir (Kasubdit Pengamanan 

Ditsospol. Prov. Kalimantan Timur)  bersama aparat Kodim Tenggarong dan 

Koramil Bentian Besar melakukan pertemuan dari pukul 14:00 hingga 02:00 
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Wita. Mereka memaksa L.B Dingit (Ketua SJR) dan Nyeloi Adi (Kades Jelmu 

Sibak) untuk menanda tangani surat pencabutan kuasa hukum masyarakat. 

 

Awal April 1994, Ir. MS Zulkarnaen (Dewan Direktur Walhi) datang ke 

Samarinda untuk kembali mendialogkan kasus Jelmu Sibak dengan Pemerintah 

Daerah. 

 

Tanggal 5 Mei 1994, wakil masyarakat Jelmu Sibak sebanyak 8 orang ke 

Samarinda dengan maksud bertemu Gubernur, namun Gubernur tidak berada 

ditempat. Selanjutnya mereka pergi ke DPRD TK. I Prov. Kaltim. Setibanya di 

sana masyarakat hanya mendapat jawaban dari salah seorang pegawai sekretariat 

DPRD TK. I Prov. Kaltim yang menyatakan bahwa seluruh anggota dewan tidak 

berada di tempat karena sedang reses dan berkunjune ke daerah Sumatra. 

 

Tanggal 11 Mei 1994, Komandan Kodim Tenggarong (Ibukota Kab.Kutai) turun 

ke Jelmu Sibak dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dalam 

pertemuan tersebut, Dandim menyatakan bahwa masyarakat hanya membesar-

besarkan persoalan. Masyarakat mengajak Dandim untuk bersama-sama melihat 

lokasi kerusakan .  Namun  ditolak oleh Dandim dan membubuarkan pertemuan 

tersebut. 

 

Tanggal 20 Mei 1994, Ibu Rina  Laden Mering (seorang tokoh Dayak di 

Samarinda)  datang ke Jelmu Sibak ditemani oleh dua Wartawan Asnawi dan 

Udin Labu yang mengaku sebagai utusan Bob Hasan. Kedatangan ini bermaksud 

untuk mengundang Kepala Adat Yahya Holeh untuk bertemu dengan Bob Hasan 

di Jakarta. 

 

Tanggal 23 – 30 Mei 1994, Team terpadu dari TK. I Prov. Kaltim yang dikuasai 

oleh Yusuf Adjir dari Ditsospol Kaltim dengan beranggotakan 28 orang 

melakukan pertemuan dengan masyarakat.  

 

Tanggal 13 – 16 Juli 1994 tim dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) 

yang dipimpin oleh ketuanya Drs. Yurnalis Ngayoh (Pembantu Gubernur Kaltim 

Wilayah Selatan) turun kelapangan melakukan penelitian. Maksud kedatangan tim 

ini adalah mencari data dan menyusun rekomendasi bagi Gubernur. Tim berhasil 

memperoleh penjelasan 6 point tuntutan masyarakat. 

 

Tanggal 9 Agustus 1994 di Samarinda, Camat Bentian Besar, M. Nasir 

memanggil L.B Dingit untuk segera ke Kantor Ditsospol TK. I Kaltim . L.B 

Dingit menolak pergi ke Samarinda, dengan alasan masaih capai. Karena Camat 

memintanya secara tertulis, maka L.B Dingit membuat surat resmi tentang 

penolakan ke kantor  Ditsospol TK.I kaltim. 

 

Tanggal 10 Agustus 1994, Gubernur Prov. Kalimantan Timur mengadakan 

pertemuan dengan wakil-wakil masyarakat Jelmu Sibak. Tanggal 3 November 

1994, 4 orang wakil masyarakat Jelmu Sibak     (Nyeloi Adi, L.B Dingit, Arjani 

Ejan dan Y Udeu) berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan masyarakat korban 

HTI seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, masyarakat Jelmu Sibak datang ke 

Komnas HAM dan Departemen Transmigrasi & PPH. 

 

Tanggal 24 Januari 1995, warga Jelmu Sibak (12 orang) yang tergabung dalam 

SJR (Sempekat Jato Rempangan), melakukan dialog dengan Komnas HAM  

 

Tanggal 25 Januari 1995, Asmara Nababan (Komnas Ham) bersama A. Hakim 

Garuda Nusantara (selaku salah seorang kuasa hukum masyarakat) menemui 

Gubernur Prov. Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM 

menanyakan sejauh mana peran pemerintah dalam menangani kasus Jelmu Sibak 

dan menyampaikan harapan-harapan masyarakat Jelmu Sibak. Gubernur berjanji 

akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat Jelmu Sibak pada bulan Februari 

1995. 

 

Pada pertemuan itu dibahas empat pokok,  yaitu: Pertama, tentang Rencana 

Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) HTI-Trans. Tanah milik masyarakat seluas 
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150 hektar yang digunakan untuk pembangunan     250 buah rumah transmigran, 

oleh masyarakat diserahkan kepada pemerintah dengan syarat diganti rugi tanam 

tumbuhnya. Untuk itu, jumlah ganti rugi yang harus dibayar kepada masyarakat 

adalah sebesar 3 milyar, meski demikian masyarakat tetap bersedia untuk 

musyawarah. 

 

Kedua,  tentang lahan karet seluas 300 hektar. Lahan termaksud adalah lahan 

milik masyarakat disekeliling RTSP, masyarakat meminta, lahan tersebut 

dipindahkan ke lokasi lain yakni sekitar sungai Piraq, yang jaraknya sekitar 1 Km 

dari lokasi. Untuk usul ini, Gubernur mengusulkan pengecekan di lapangan, bila 

lahan itu benar milik masyarakat maka perusahaan tidak beralasan untuk menolak 

usul masyarakat. 

 

Ketiga, tentang kegiatan perusahaan di lapangan. Sampai saat ini, pihak perusaan 

masih melakukan kegiatan menebang pohon – pohon milik masyarakat. Komnas 

HAM dan kuasa hukum menyampaikan aspirasi masyarakat, agar gubernur 

menginstruksikan pada perusaan untuk menghentikan kegiatan tersebut. 

 

Keempat, tentang keadaan transmigran. Gubernur mengatakan, transmigran Jawa 

belum akan di datangkan bila masalahnya belum selesai. 

 

Kesimpulan dari pertemuan adalah: Guburnur akan mengajak masyarakat untuk 

musyawarah, guna mencari penyelesaian atas kasus yang telah berlarut-larut ini. 

 

Tanggal 11 April 1995, L.B Dingit selaku tokoh masyarakat yang 

memperjuangkan kasus ini diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi 

berdasarkan surat panggilan POLDA tanggal 27 Maret 1995.  Beliau di panggil 

sebagai sebagai saksi dalam perkara pidana pemalsuan tanda tanggan. Dasar 

pemanggilannya adalah surat Gubernur Prov. Kaltim                                                          

No: 355/468/Tup/sospol/IX/1994. 

 

Tanggal 5 Agustus 1995, belum lagi masalah penyerobotan lahandan 

penghancuran tanam tumbuh selesai, Perusahaan PT. Kalhold Utama diketahui 

oleh masyarakat Jelmu Sibak akan melakukan penebangan hutan adat masyarakat; 

untuk diambil kayunya. 

 

Tanggal 8 Agustus 1995, masyarakat membuat surat protes 

No.03/MSA/JS/BB/1995 kepada Kakanwil Kehutanan Kalimantan Timur yang 

isinya tentang permohonan percabutan izin operasi penebangan (RKT) yang telah 

diberikan PT. Kalhold utama yang dilakukan pada hutan adat masyarakat, namun 

hingga saat ini surat tersebut tidak mendapat tanggapan. 

 

Tanggal 22 september 1995, rombongan masyarakat Jelmu Sibak menemui 

Kakanwil Kehutanan Kalimantan Timur. Masyarakat diterima langsung oleh 

Kakanwil (Bapak Heru Basuki) dan staf. Masyarakat meminta kepada Kakanwil 

agar mencabut izin operasional perusahaan, karena perusahaan menebang kayu 

dalam hutan adat masyarakat Jelmu Sibak dan meminta kepada Kakanwil untuk 

memberi data perusahaan berupa izin RKT dan peta batas yang belum jelas, serta 

membuat peta untuk melihat daerah mana yang di pertahaankan oleh masyarakat. 

 

Menanggapi permintaan masyarakat tenang data perusahaan berupa izin RKT dan 

peta TGHK (Tata Guna  Hutan Kesepakatan), Kakanwil mengatakan itu bukan 

hak dari masyarakat. 

 

e. Intimidasi Terhadap Warga Masyarakat. 
Introgasi pula dialami oleh L.B Dingit. L.B Dingit adalah tokoh masyarakat dan 

bekas kepala desa Long Putih yang juga anak seorang Kepala Adat Besar yang 

bernama Botor (alm). Pada saat itu L.B Dingit diperiksa berdasarkan surat 

panggilan dari kepolisian dengan No.Pol: SP/38/III/1995/Ditserse, tertanggal, 23 

Maret 1995. 
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Tanggal 10 November 1995, L.B Dingit diperiksa untuk yang ketiga kalinya di 

Polda Kaltim di Balikpapan. Pemanggilan kali ini hanya untuk mengklarifikasi 

saja dari pemeriksaan sebelumnya. 

 

f. Tuntutan Masyarakat Kepada Pemerintah dan Perusahaan 
Masyarakat adat Jelmu pada prinsifnya tetap menuntut kepada pemerintah dan 

perusahaan mengenai hak-hak mereka. Terdapat 6 poin tuntutan mereka, meliputi: 

1. Akuilah tanah adat kami. 

2.  Kembalikanlah tanah adat kami. 

3. Perusahaan harus membayar denda hukum adat. 

4. Perusahaan harus diberi sangsi (pidana, perdata dan administratif).  

5. HTI-Trans harus pindah dari tanah kami. 

6. Hak tanah adat kami jangan diganggu lagi. 

  

 

  


